
 

 

                                                                       

 

BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Program 

Makan Bergizi Gratis (MBG) 

Kedudukan hukum para pihak dalam kontrak pengadaan bahan baku 

dapur umum Program MBG pada tingkat operasional basis—sebagaimana 

ditunjukkan dalam Surat Perjanjian antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi 

(SPPG) Sumuragung Sumberrejo dengan Depo Tunggal Banyu tertanggal 20 

Agustus 2025—mengalami transformasi yuridis dari wilayah hukum publik 

(public law) ke ranah hukum privat (private law). Melalui mekanisme 

kontraktual ini, negara yang diwakili oleh Kepala SPPG secara hukum 

melepaskan atribut kekuasaan publiknya (imperium) dan menundukkan diri 

pada rezim hukum perdata kekayaan (dominium) yang menempatkannya 

dalam posisi setara (equality before the law) dengan mitra swasta berdasarkan 

Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Di samping terikat pada asas-asas hukum perjanjian perdata 

murni, pihak supplier (Depo Tunggal Banyu) secara mutatis mutandis juga 

menyandang status yuridis sebagai "Pelaku Usaha" yang memikul kewajiban 

imperatif (implied warranty) untuk menjamin mutu dan keamanan komoditas 

pangan yang diedarkannya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam realitas 
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operasional lapangan, kesetaraan formil tersebut mengalami reduksi 

mendasar akibat adanya asimetri posisi tawar (bargaining position 

asymmetry) di mana pihak pengelola dapur umum kerap berada dalam posisi 

rentan akibat ketergantungan mutlak terhadap pasokan harian demi mengejar 

target realisasi program nasional. 

2. Implikasi Yuridis dan Faktor Stagnasi Tanggung Jawab Hukum atas 

Pelanggaran Keamanan Pangan oleh Supplier 

Implikasi hukum dari adanya cacat struktural berupa kekosongan 

klausul sanksi (sanction void) dan ketiadaan spesifikasi teknis keamanan 

pangan dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang lokal telah memicu 

terjadinya stagnasi hukum (legal stagnation) yang parah saat terjadi 

pelanggaran mutu atau fatalitas kesehatan konsumen (anak sekolah). Dari 

kacamata normatif, kontrak tersebut mengalami reduksi esensi menjadi 

sekadar formalitas prosedural anggaran (administrative compliance) demi 

pencairan dana dari pusat, alih-alih berfungsi sebagai instrumen mitigasi 

risiko hukum kesehatan. Ketika disandingkan dengan data empiris Kejadian 

Luar Biasa (KLB) keracunan massal di beberapa wilayah Jawa Timur, 

penegakan hukum perdata formal menemui kelumpuhan total. Pilihan forum 

sengketa yang mengarah pada jalur peradilan formal perdata di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Bojonegoro terbukti sepenuhnya tidak aplikatif 

(impraktikal) bagi skala ekonomi dapur umum lokal karena membutuhkan 

prosedur pembuktian laboratorium forensik pangan yang rumit, mahal (costly 

litigation), dan memakan waktu lama. Akibatnya, aparat tingkat basis 
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cenderung melarikan penyelesaian sengketa ke jalur informal di bawah 

tangan (informal dispute resolution) yang hanya berupa teguran lisan atau 

penggantian barang tanpa adanya konsekuensi perdata riil. Stagnasi dan 

kelumpuhan tanggung jawab hukum ini berakar langsung pada kegagalan 

regulasi (regulatory failure) dari Badan Gizi Nasional di tingkat pusat yang 

tidak menyediakan draf kontrak baku (standardized contract template) yang 

mengunci tanggung jawab profesional supplier lokal demi melindungi hak 

atas pangan yang aman bagi konsumen anak. 

B. Saran 

1. Untuk mengatasi asimetri posisi tawar (bargaining position asymmetry) 

antara SPPG dan pelaku usaha, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama 

Pemerintah Daerah perlu merumuskan regulasi makro yang mempertegas 

standing kedudukan hukum supplier sebagai Pelaku Usaha yang tunduk 

penuh pada asas iktikad baik dan implied warranty UU Perlindungan 

Konsumen. Di tingkat operasional, SPPG Sumuragung Sumberrejo 

disarankan untuk membangun jaringan multi-supplier lokal yang 

tersertifikasi secara aktif bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Langkah 

ini krusial untuk mengikis ketergantungan mutlak pada satu penyedia 

dominan, sehingga menciptakan jalinan kemitraan perdata yang seimbang, 

setara, serta menjamin keberlanjalan program tanpa mengorbankan hak atas 

pangan anak sekolah. 
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2. Guna mengakhiri stagnasi hukum akibat kekosongan sanksi (sanction void) 

dan ketidakpastian forum peradilan formal, Badan Gizi Nasional (BGN) 

harus segera menerbitkan Standard Contract Template (Kontrak Baku) yang 

wajib diadopsi oleh SPPG di daerah. Kontrak ini harus memuat klausul 

spesifikasi keamanan pangan (standar BPOM) beserta sanksi perdata yang 

tegas, meliputi: klausul denda finansial harian (penalty clause), klausul ganti 

rugi medis mutlak (strict liability clause), dan klausul pemutusan kontrak 

sepihak secara otomatis (automatic termination clause). Selain itu, ketentuan 

pilihan forum perdata di Pengadilan Negeri yang tidak praktis harus diubah 

menjadi mekanisme penyelesaian sengketa cepat (fast-track dispute 

resolution) non-litigasi yang efisien melalui optimalisasi peran Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bojonegoro atau pembentukan 

Dewan Pengawas Kontrak Internal di tingkat kecamatan
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